Nomor 42

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA

Menimbang

a.

TAHUN ANGGARAN 2010
WALIKOTA BANDA ACEH,

bahwa berdasarkan ketentuan pada angka 5 huruf b
Surat Menteri Keuangan Nomor S-376/MK.7/2010
tentang Dana Tambahan Penghasilan Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2010
disebutkan bahwa Dana Tambahan penghasilan bagi
guru PNSD dan tunjangan profesi guru PNSD
merupakan bagian dari pendapatan daerah yang
dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Perubahan dan berdasarkan
ketentuan Surat Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor  S-381/MK.7/2010  tentang
Penyampaian Alokasi dan Penggunaan Dana
Penguatan Infrastruktur dan Prasarana Daerah
(DPIPD) tahun 2010, dan Surat Menteri Keuangan
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Mengingat

1.

Nomor S-370.A/MK.7/2010 tentang Penegasan
Pengaturan dana Penguatan Desentralisasi Fiskal
dan Percepatan Pembangunan Daerah (DPDF dan
PPD) tahun 2010, serta sambil menunggu
Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6
Tahun 2009 tentang APBK, maka perlu dilakukan
peninjauan kembali Peraturan Walikota Banda Aceh
nomor 60 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran
2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan
Walikota Banda Aceh tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun
2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Tahun Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3688);
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10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan lembaran negara Republik Indonesia
Nomoe 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4455);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4633);
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2010;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan  Keuangan
Daerah;

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota
Tahun Anggaran 2010;
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Menetapkan :

27. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun
2008 tentang Standar Operasional dan Prosedur
(SOP) Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda
Aceh Tahun Anggaran 2010;

28. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun
2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA
ACEH NOMOR 60 TAHUN 2009 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KOTA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda
Aceh Nomor 60 Tahun 2009 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh
Tahun anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Banda Aceh
Tahun 2009 Nomor 60) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 di ubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun
Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.
544.271.951.469,- bertambah sejumlah Rp.
55.543.057.400,- sehingga menjadi Rp.
599.815.008.869,- dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan

a. Semula Rp. 533.649.676.469,-

b. Bertambah Rp. 55.543.057.400,-
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Jumlah pendapatan setelah perubahan
Rp. 589.192.733.869,-

2. Belanja
a. Semula Rp. 544.271.951.469,-
b. Bertambah Rp. 55.543.057.400,-

Jumlah belanja setelah perubahan
Rp. 599.815.008.869,-

Defisit Setelah Perubahan

Rp. (10.622.275.000),-

3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan

1). Semula Rp. 12.322.275.000,-
2). Bertambah Rp. 0,-
Jumlah Penerimaan setelah perubahan
Rp. 12.322.275.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1). Semula Rp. 1.700.000.000,-
2). Bertambah Rp. 0.-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan
Rp. 1.700.000.000,-

Jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Setelah
Perubahan Rp. 0,-

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2
Penjabaran  Perubahan  APBK  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada
Lampiran Peraturan ini.
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3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.

Pasal Il

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _14  Juli 2010 M
02 Sya’ban 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,
Cap/Dto

MAWARDY NURDIN
Diundangkan di Banda Aceh
padatangga 14 Juli 2010 M
02 Sya’ban 1431 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH

Cap/Dto
T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 42
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